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BAB II 

 

AKAD WAK>A<LAH, AKAD MUD{A<RABAH  

DAN FATWA DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 

 
 

A. Waka>lah 

1. Pengertian Waka>lah 

Al-Waka>lah atau Al-wika>lah, menurut bahasa artinya adalah al-

h}ifz, al-kifa>yah, al-d}ama>n dan at-tafwi>d (penyerahan, pendelegasian, 

pemberian mandat)
1
.  Seperti dalam ayat Al Qur’an surat Al-imran (3) 

ayat 173 :

Artinya :  

Dan mereka menjawab: Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi Kami 

dan Dia sebaik-baik Pelindung.
2
 

 

Dan  Seperti perkataan : 

Artinya :  

Aku serahkan urusanku kepada Allah. 

Yang dimaksudkan disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh 

seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.
3
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Al-waka>lah atau al-wika>lah menurut istilah para ulama’ berbeda-

beda antara lain sebagai berikut: 

a. Malikiyah berpendapat bahwa al-waka>lah ialah: 

 

“Waka>lah adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain 

didalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti 

tindakanya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang 

terjadi setelah kematian”.
4
 

 

b. Hanafiyah berpendapat bahwa al-waka>lah ialah: 

 

“Waka>lah adalah Menugaskan seseorang melakukan kerjanya dalam 

mengendalikan perkara yang diharuskan oleh syara atau sebagai 

mewakilkan seseorang untuk menyerahkan dan menjaga sesuatu 

perkara kepada wakil.”
5
  

 

c. Syafi’iyah berpendapat bahwa al-waka>lah ialah: 

“Waka>lah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain 

terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakanya dan sesuatu itu bisa 

digantikan untuk dikerjakanya pada masa hidupnya.”
6
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d. Hanabilah berpendapat bahwa al-waka>lah ialah: 

 “Waka>lah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan 

melakukan tas}aruf  kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan 

melakukan tas}aruf  dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan 

baik berupa hak Allah maupun hak manusia”.
7
 

  

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa secara sederhana al-waka>lah ialah menyerahkan sesuatu urusan 

yang dapat digantikan kepada orang lain untuk dikerjakan olehnya.
8
  

2. Dasar Hukum Waka>lah 

Adapun yang dijadikan dasar hukum al-waka>lah adalah firman 

Allah SWT Al-Kahfi (18) ayat 19 : 

Artinya: 

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya 

di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: 

sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita 

berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): 

"Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). 

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah 

makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu 

untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah 

sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.9 
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Dan dalam firman Allah Qur’an surat yusuf (12) ayat 55: 

Artinya: 

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan".
10

 
 

 “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi‟  dan seorang 

Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al Harits” (HR. 

Malik dalam al-Muwaththa’)
11

 

 

3. Rukun dan Syarat Waka>lah 

Untuk sah atau tidaknya suatu akad al-waka>lah maka harus 

diperhatikan rukun dan syarat sahnya. Menurut jumhu>r ulama’ meyatakan 

bahwa rukun waka>lah ada empat yakni sebagai berikut:
12

   

a. Pewakil (al-muwakkil) 

b. Wakil (al-waki>l) 

c. Sesuatu yang diwakilkan (al-muwakkal fih) 

d. S}i>ghah (lafaz) 

Bagi ulama’ Hanafi rukun waka>lah hanya dua yaitu i>ja>b dan 

qabu>l.13
 Begitu pula menurut Sayid sabiq rukun wakalah cukup hanya dua 

yakni berupa i>ja>b dan qabu>l.14
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Menurut fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Syarat sah 

waka>lah adalah sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat pewakil (al-muwakkil) 

1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 

diwakilkan. 

2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 

tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti 

mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan 

sebagainya. 

b. Syarat-syarat wakil (al-waki>l) 

1) Cakap hukum 

2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. 

3) Wakil adalah yang diberi amanat. 

c. Hal-hal yang diwakilkan (al-muwakkal fih) 

1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili 

2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam 

3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
15

 

d. Syarat-syarat S}i>ghah (lafaz) 

  Menurut Sayid sabiq didalam waka>lah tidak disyaratkan 

adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang 

dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun 
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perbuatan.
16

 Namun menurut Hussein bahreisj menjelaskan bahwa 

lafaz kearah perwakilan itu harus jelas yang menunjukkan kerelaan 

orang yang akan menerima perwakilan itu.
17

 

  Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.14 Tentang 

Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pasar Modal. Bahwa lafaz 

wakalah harus dilakukan secara tertulis yakni muwa>kil Wajib 

menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa (muwakkil) 

memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (waki>l) untuk 

melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan 

i>ja>b). Dan begitupun waki>l Wajib menyatakan secara tertulis bahwa 

pihak penerima kuasa (waki>l) menerima kuasa dari pihak pemberi 

kuasa (muwakkil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum 

tertentu (pernyataan qabu>l).18
 

4. Berakhirnya Akad Waka>lah 

Akad Waka>lah  berakhir karena beberapa hal berikut:
19

 

a. Matinya salah seorang dari yang berakad. 

b. Dihentikanya pekerjaan tersebut. 

c. Pemutusan oleh muwakkil terhadap waki>l sekalipun ia belum tahu. 

d. Waki>l memutuskan sendiri. 

e. Keluarnya muwakkil dari status pemilikan. 
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B. Mud}a>rabah 

1. Pengertian Mud}a>rabah 

Kata mud}a>rabah bersal dari kata d}araba, yad}ribu, d}arban yang 

artinya bergerak, menjalankan, memukul dan lain-lain (lafaz ini termasuk 

lafaz mushtarak yang mempuyi banyak arti), kemudian mendapat ziya>dah 

(tambahan) sehingga menjadi d}a>raba, yud}a>ribu, mud}a>ribah yang berarti 

saling bergerak, saling pergi, saling menjalankan atau saling memukul. 

Dalam arti lain, d}a>raba berarti berdagang atau memperdagangkan, 

misalnya d}a>raba fi> al-ma>l aw bihi berdagang atau memperdagangkan.
20

     

Disebut juga qira>d} yang berasal dari kata al-qard}u yang berarti al-

qat}‘u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.
21

 Jadi menurut 

bahasa, mud}a>rabah atau  qira>d} berarti al-qat}‘u (potongan), berjalan, dan 

atau berpergian.
22

  

Menurut istilah, Mud}a>rabah atau qirad} dikemukakan oleh para 

ulama’ sebagai berikut:
23

 

a. Menurut  Hanafiyyah, mendifinisikan mud}a>rabah adalah: 

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain 

pemilik jasa.” 
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b. Menurut Malikiyyah mendifinisikan mud}a>rabah adalah: 

“Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya 

kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang 

ditentukan (mas atau perak).” 

 
c. Menurut Hanabilah, mendifinisikan mud}a>rabah adalah: 

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu 

kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang 

diketahui.” 

d. Menurut Syafi’iyah mendifinisikan mud}a>rabah adalah:  

 

“Akad yang menetukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang 

lain mud}a>rabah ditijarahkan.” 

 

e. Menurut Sayid Sabiq mud}a>rabah adalah akad antara kedua belah 

pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan 

sejumlah uang kepada pihak lainya untuk diperdagangkan dan laba 

dibagi sesuai dengan kesepakatan.
24

 

f. Menurut Ibnu Rusyd mud}a>rabah atau qira>d} adalah jika seseorang 

menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha 
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perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak 

memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu.
25

  

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mud}a>rabah adalah 

kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan 

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
26

  

2. Dasar Hukum Mud}a>rabah  

Melakukan Mud}a>rabah atau qira>d adalah boleh atau mubah. Dasar 

hukumya adalah: 

a. Adapun dalil Al-Qur’an antara lain surat Al-Muzammil (73) ayat 20: 

 

Artinya: 

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 

Allah
27

 

 

b. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 198: 

Artinya:  
Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 

Tuhan-mu.28 

 

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a,  
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Artinya:  
Shuhaib r.a mendengar Rasulullah SAW bersabda “ada tiga macam yang 

dapat berkah Allah SWT, yaitu: jual beli yang ditangguhkan, member 
modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan 

untuk dijual.
29

 

 

3. Rukun dan Syarat Mud}a>rabah 

Menurut ulama’ syafi’iyah, rukun qirad} atau mud}a>rabah ada enam 

yaitu:  

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya 

b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari 

pemilik barang 

c. Aqad Mud}a>rabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang 

d. Ma>l, yaitu harga pokok atau modal 

e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba 

f. Keuntungan.
30

 

Menurut Sayid Sabiq, rukun mud}a>rabah adalah i>ja>b dan qabu>l 

yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.
31

  Menurut pasal 232 

Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah, rukun mud}a>rabah ada tiga, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Sha>hibul al-ma>l / peilik modal. 

b. Mud}a>rib/ pelaku usaha. 
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c. Akad.
32

 

Adapun syarat-syarat mud}a>rabah atau qira>d} yaitu sebagai berikut: 

a. Pemilik modal (Sha>hibul al-ma>l) menyerahkan dana dan/ atau berang 

yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam 

usaha. 

b. Penerima modal (Mud}a>rib) menjalankan usaha dalam bidang yang 

disepakati. 

c. Kesepakatan (akad) bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan 

dalam akad.
33

 

d. Modal berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud 

maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang 

e. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di 

Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan. 

f. keuntungan Mud}a>rabah  dibagikan kepada pihak pemilik modal 

(sha>hib al-ma>l) dan pihak pengelola usaha (mud}a>rib) dengan besarnya 

bagian sesuai rasio/nisbah yang disepakati.
34

 

4. Jenis-jenis Mud}a>rabah. 

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan 

pekerja, para ulama fiqh membagi Mud}a>rabah dalam dua jenis, yaitu: 
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a. Mud}a>rabah Muthlaqah, yaitu: menyerahkan modal secara mutlak, 

tanpa syarat dan pembatasan. Dalam Mud}a>rabah muthlaqah, 

pengusaha bebas mengelola modal dengan usaha apa saja yang 

menurutnya akan mendatangkan keuntungan, dan di daerah mana saja 

yang ia inginkan 

b. Mud}a>rabah Muqayyadah, yaitu: menyerahkan modal dengan syarat 

dan batasan tertentu. Dalam Mud}a>rabah muqayyadah, pekerja harus 

mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh 

pemilik modal.
35

 

 

C. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Investasi untuk Reksadana Syari’ah. 

1. Dalam kegiataan reksadana konvensional masih banyak mengandung 

unsur-unsur yang tidak sessuai dengan syariah Islam, baik dari segi akad, 

sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal 

pembagiaan keuntunganya.
36

   

2. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai 

dengan syariah, yang meliputi saham yang melalui penawaran umum dan 

pebagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha. Penempatan 

deposito bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah. 

                                                           
35

 Nasroen Hatun, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 178. 
36

  Ma’ruf Amin, et al., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indoneia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 

2011) 369. 



35 

 

3.   Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syaariah antara lain tidak boleh 

melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan 

ribawi, usaha memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan 

makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak 

moral dan membawa mudarat. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus 

dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang 

tidak jelas (ghara>r). diantaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, 

penjualan barang yang belum dimiliki, insider trading/ menyebarkan 

informasi yang salah dan menggunakn informasi orang dalam untuk 

keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan transaksi yang 

dilarang, serta melakukan investasi yang tingkat utangnya dominan dai 

pada modalnya. 

4. Emiten dinyatakan  tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah jika 

struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari 

utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur 

riba. Emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82 % 

(hutang 45 %, modal 55 %) manajemen emiten diketahui telah bertindak 

melanggar prinsuip usaha yang alami. 
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5. Mekaanisme operasional reksadana syariah terdiri dari akad waka>lah 

antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Serta mud}a>rabah 

antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
37

  

6. Karakteristik mud}a>rabah adalah sebagai berikut: 

a. Pembagian keuntungan antara pemodal (Sha>hibul al-ma>l) yang 

diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan 

pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer 

Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi 

tertentu kepada pemodal. 

b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan 

c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian 

atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya 

(gross negligence/tafrith). 

7. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syari'ah 

adalah:  

a) Dari saham dapat berupa : 

 deviden yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang 

diberikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan 

dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk saham. 
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 Right yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu 

yang diberikan oleh emiten. 

 Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari 

jual beli saham di pasar modal. 

b) Dari obligasi yang sesuai dengan Syari'ah bagi hasil yang diterima 

secara periodik dari laba emiten. 

c) Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah Bagi 

hasil yang diterima dari issuer. 

d) Dari Deposito dapat berupa Bagi hasil yang diterima dari Bank-bank 

Syari'ah.
38
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